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Abstract:  This  research  aims  to analyze  the  influence  of Corporate  Governance  structure 

which is represented through the proportion of the board of independent commissioner, 

government shareholdings, and foreign shareholdings, along with the company characteristics 

that is interpreted  through  the profitability,  company  size,  and the type  of industry  to the 

disclosure  of the Corporate  Social Responsibility  in the Sustainability  Report.  The research 

population  is BUMN companies  registered  in IDX for the period of 2012-2014.  Samples are 

selected  by purposive  sampling  method  for each  year  during  2012  to 2014,  obtaining  51 

samples in total. This research uses the descriptive analysis and logistic regression method by 

using SPSS 20 program. 

Based on the hypothesis test, it proves that the proportion of the board of independent 

commissioner,   government   shareholdings   and  profitability   negatively   influence   but  not 

significant  to the  disclosure  of corporate  social  responsibility  in the  sustainability  report 

because of the influence of political interest and limited company profit allocation to disclose 

the corporate social responsibility.  Foreign shareholdings,  company size and type of industry 

have positive but not significant influence to the disclosure of corporate social responsibility 

in the sustainability  report because foreign investors tend to give attention to the social and 

environment issue. There is also a regulation to that force companies that use natural resources 

to disclose its corporate social responsibility  in the sustainability  report. 
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PENDAHULUAN 

 
Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek positif dan negatif. 

Perusahaan menyediakan  barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat,  namun di sisi lain 

tidak jarang masyarakat mendapatkan  dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan.  Banyak 

kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran 

lingkungan,  perlakuan  tidak adil kepada pekerja,  kaum minoritas  dan perempuan, 

penyalahgunaan  wewenang,  keamanan  dan kualitas  produk,  serta  eksploitasi  besar-besaran 

terhadap  energi  dan  sumber  daya  alam  yang  menyebabkan  kerusakan  alam  (Sulistyowati, 

2004). 
 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen 

dan  pemilik  modal.  Menurut  Suryawijaya  dan  Setiawan  (1998),  sebagai  suatu  instrumen 

ekonomi,  perusahaan  tidak  lepas  dari  berbagai  pengaruh  lingkungan,  terutama  lingkungan 

ekonomi dan lingkungan  politik. Seiring dengan meningkatnya  kesadaran  dan kepekaan  dari 

stakeholders  perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan mejadi bagian yang 

tidak  terpisahkan   dengan   kelangsungan   hidup   perusahaan   di  masa   yang  akan  datang. 

Stakeholder    yang   dimaksud   diantaranya    adalah   para   stakeholder,    karyawan   (buruh), 

pelanggan,   komunitas   lokal,  pemerintah,   lembaga  swadaya  masyarakat   (LSM),  dan  lain 

sebagainya (Lusa, 2007). 

Sustainability Reporting memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga 

informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang 

memungkinkan   perusahaan  bisa  bertumbuh  secara  berkesinambungan  (sustainable 

performance). Sustainability (keberlanjutan) adalah keseimbangan antara people-planet-profit, 

yang dikenal dengan konsep Triple Bottom Line (TBL). Sustainability  terletak pada pertemuan 

antara  tiga  aspek,  people-sosial;  planet-environment; dan  profit-economic.   Maka  menurut 

Elkington  (1997) perusahaan  harus bertanggung-jawab atas dampak  positif  maupun  negatif 

yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. 

Dalam menjalankan mekanisme GCG, perusahaan dituntut tidak hanya memperhatikan 

nilai ekonomi dari kegiatannya tapi juga nilai tambah lain, keseimbangan kepentingan 

stakeholders,  dan kepatuhan terhadap peraturan serta norma yang berlaku atas kegiatan yang 

dilakukan.   Jadi  semakin   baik  penerapan   GCG  maka  semakin   baik  pengungkapan   CSR 

perusahaan (Handayani, 2011). Pada penelitian kali ini, penerapan corporate governance akan 

dilihat   melalui   mekanismenya    yang   diproksikan    dengan   proporsi   Dewan   Komisaris 

Independen dan proporsi kepemilikan asing.



  

 
Komisaris  Independen  merupakan  Komisaris  yang tidak berasal dari pihak terafiliasi 

atau   tidak   berasal   dari   pihak   terafiliasi   atau   tidak   mempunyai   hubungan   bisnis   dan 

kekeluargaan  dengan  pemegang  saham  pengendali,  anggota  Direksi  dan Dewan  Komisaris 

lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Dewan Komisaris 

Independen  diharapkan  dapat memberikan  tekanan  pada perusahaan  untuk mengungkapkan 

sustainability report dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan dan tindakan 

perusahaan  dengan  nilai-nilai  sosial  dan  legitimasi  perusahaan  (Ratnasari,  2011).  Semakin 

besar  persentase   Komisaris   Independen,   maka  akan  meningkatkan   aktivitas  pengawasan 

terhadap   kualitas  pengungkapan   dan  mengurangi   usaha  menutupi   informasi   perusahaan 

(Prasojo, 2011). 

Kepemilikan  saham pemerintah  adalah jumlah saham perusahaan  yang dimiliki  oleh 

pemerintah.    Melalui   kepemilikan    saham   ini   pemerintah   berhak   menetapkan    direktur 

perusahaan.   Selain   itu   pemerintah   dapat   mengendalikan   kebijakan   yang   diambil   oleh 

manajemen  agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah.  Dengan adanya tekanan dan 

sorotan masyarakat akan membuat pemerintah lebih transparan dalam pengelolaannya  (Amran 

& Devi,  2008).  Perusahaan  akan  mendapatkan  sorotan  yang  lebih  besar  oleh  masyarakat, 

karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan 

swasta.   Bagi   masyarakat,   pengelolaan   BUMN   yang   baik   mencerminkan   keberhasilan 

pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan  good corporate governance. 

Mekanisme penerapan corporate governance juga didukung oleh proporsi kepemilikan 

asing,  yaitu besaran  kepemilikan  saham  yang dimiliki  pihak asing dari seluruh  total saham 

beredar milik perusahaan. Kepemilikan asing dianggap memiliki peranan besar terhadap 

pengungkapan  CSR karena pihak asing merupakan  pihak yang dianggap  concern (perhatian) 

terhadap pengungkapan  CSR. Investor asing akan berinvestasi  pada daerah yang aman, tidak 

banyak tuntutan  baik dari masyarakat  sekitar, lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM) maupun 

pemerintah.   Sehingga,   investor   asing  dalam   membuat   keputusan   investasi   tidak  hanya 

berdasarkan pada pertimbangan  ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan  sosiologis. 

Pelaksanaan   tanggung   jawab  sosial  perusahaan   yang  masih  bersifat   sukarela   di 

Indonesia  membuat  implementasinya akan  berbeda  sesuai  situasi  kondisi  dan  karakteristik 

masing-masing  perusahaan.  Karakteristik  dapat diartikan  sebagai  ciri khusus atau sifat khas 

yang sesuai dengan perwatakan  tertentu. Karakteristik  perusahaan  sendiri merupakan ciri-ciri 

khusus  yang melekat  pada perusahaan,  menandai  sebuah  perusahaan,  dan membedakannya 

dengan perusahaan lain.



  

 
Pengungkapan CSR disinyalir dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor karakteristik 

perusahaan,  salah satu diantaranya  adalah  profitabilitas.  Hackston  dan Milne (1996)  dalam 

Sembiring (2003) menyatakan  bahwa suatu perusahaan  yang mempunyai  profitabilitas  tinggi 

seharusnya  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  secara  transparan.  Pernyataan 

serupa juga diungkapkan  oleh Meek, et al. (1995) yang mengatakan  bahwa perusahaan  yang 

memiliki profit lebih besar harus lebih aktif dalam melaksanakan  CSR. Hal ini menunjukkan 

bahwa   profitabilitas   mempunyai   pengaruh   terhadap   luas  pengungkapan   CSR   memiliki 

keterkaitan  satu  sama  lain.  Profitabilitas  dan pengungkapan  CSR  memilki  keterkaitan  satu 

sama lain. Profitabilitas yang tinggi memicu para stakeholder untuk meningkatkan kepentingan 

dan harapan dari para stakeholder  yang ingin mendapatkan  informasi  lebih terkait kegiatan- 

kegiatan yang dilakukan  oleh perusahaan.  Oleh karena itu, dapat dinyatakan  bahwa semakin 

tinggi  tingkat  profitabilitas   yang  dihasilkan   perusahaan   maka  pengungkapan   CSR  akan 

cenderung semakin besar. 

Profitabilitas  adalah suatu indikator kinerja manajemen  yang ditunjukkan melalui laba 

yang dihasilkan  selama  mengelola  kekayaan  perusahaan  (Soelistyoningrum, 2011). 

Profitabilitas  dapat diukur menggunakan  rasio profitabilitas  yang akan menunjukkan seberapa 

efektif perusahaan  beroperasi  sehingga menghasilkan  keuntungan  bagi perusahaan  (Brigham 

& Houston, 2010). 
 

Menurut Machfoed  (1998) dalam Sylvia (2011) ukuran perusahaan  merupakan  suatu 

skala dimana dapat diklasifikasikan  besar kecilnya perusahaan  menurut berbagai cara antara 

lain total aset, nilai pasar saham,  dan lain-lain.  Pada penelitian  kali ini, ukuran  perusahaan 

diukur  dengan  total aset yang dimiliki  perusahaan.  Sinaga  (2011)  juga menyatakan  bahwa 

perusahaan  besar  akan  mengungkapkan   informasi  yang  lebih  banyak  karena  menghadapi 

tekanan  politis  dari  berbagai  pemangku   kepentingan   yang  juga  lebih  besar.  Selain  itu, 

perusahaan besar juga dianggap memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan 

pengungkapan  CSR dalam sustainability  report. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis  peran  corporate  governance  dan  karakteristik  perusahaan  terhadap 

pengungkapan  corporate social responsibility  di dalam sustainability  report pada perusahaan 

BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.



  

 
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengungkapan  Sustainability  Report 

Bagian   ini   menetapkan    isi   dasar   yang   harus   muncul   dalam   sebuah   laporan 

keberlanjutan.  Isi dasar tersebut mengacu pada standar pengungkapan  dan harus dimasukkan 

dalam sustainability report berdasarkan standar GRI (2006). Standar pengungkapan yang harus 

dimasukkan   dalam   laporan   keberlanjutan:   1)  Strategi   dan  Profil:   Pengungkapan   yang 

membentuk keseluruhan konteks untuk memahami kinerja organisasi, seperti strategi yang 

dimiliki,  profil,  dan tata kelola;  2) Pendekatan  Manajemen:  Pengungkapan  yang mencakup 

mengenai   bagaimana   sebuah  organisasi   menggunakan   topik  tertentu  untuk  memberikan 

konteks dalam memahami kinerja pada sebuah bidang spesifik tertentu; 3) Indikator Kinerja : 

Indikator yang memberikan  perbandingan  informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan,  dan 

sosial dari organisasi. 

 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

 
Semakin luasnya wilayah perasi dan semakin besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh 

perusahaan    multinasional    menyebabkan    meningkatnya    tuntutan   atas   tanggung   jawab 

perusahaan  tersebut  pada efek–efek  sosial  dan lingkungan  yang ditimbulkannya.  Berkaitan 

dengan hal ini, Larsson (2003) menyatakan bahwa di dalam era globalisasi dan terbuka seperti 

saat ini, terdapat kecenderungan pertumbuhan akan kebutuhan merek-merek dan identitas 

perusahaan yang bersih. Enquist, et al. (2005) menyatakan bahwa setelah gelombang orientasi 

pada  produksi  (production  oriented)  dan  kemudian  diikuti  oleh  gelombang  ketiga  yaitu 

perspektif  sustainability  atau  menciptakan  bisnis  yang  berkelanjutan  dan  pemikiran  triple 

bottom line. 

 

Corporate Governance 

 
Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ 

perusahaan untuk menentukan  kebijakan dalam rangka meningkatkan  keberhasilan  usaha dan 

akuntabilitas  perseroan,  sehingga  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pemegang  saham 

dalam  jangka  panjang  dengan  memperhatikan   kepentingan   para  stakeholder   berdasarkan 

ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Corporate 

Governance (CG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan 

konsisten  dengan  peraturan  perundang–undangan. Oleh  karena  itu,  penerapan  GCG  perlu 

didukung  oleh  tiga  pilar  yang  saling  berhubungan,  yaitu  negara  dan perangkatnya  sebagai



  

 
regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa 

dunia usaha. 

Dewan Komisaris Independen 
 

Dewan  Komisaris  sebagai  organ perusahaan  bertugas  dan bertanggung  jawab secara 

kolektif   untuk   melakukan   pengawasan   dan   memberikan   nasihat   kepada   direksi   serta 

memastikan  bahwa perusahaan  melaksanakan  GCG. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Perseroan  Terbatas  Nomor  40  tahun  2007  Pasal  97  yang  menjelaskan   bahwa  komisaris 

bertugas  mengawasi  kebijakan  direksi  dalam  menjalankan    perusahaan   serta   memberikan 

nasihat  kepada  direksi  (Ratnasari, 2011). 

 

Kepemilikan  Saham Pemerintah (Government  Shareholding) 

 
Kepemilikan saham pemerintah (government shareholding) adalah jumlah saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah.  Melalui kepemilikan  saham ini pemerintah berhak 

menetapkan  direktur perusahaan.  Selain itu pemerintah  dapat mengendalikan  kebijakan yang 

diambil  oleh manajemen  agar sesuai  dengan  kepentingan/aspirasi pemerintah.  Untuk  dapat 

bertahan,  perusahaan  ini harus dapat mensinkronkan  dirinya  dengan  pemerintah  (Amran  & 

Devi, 2008). 

Kepemilikan  Saham Asing (Foreign Shareholding) 

Kepemilikan  saham  asing  (foreign  shareholding)  adalah  jumlah  saham  perusahaan 

yang dimiliki  oleh pihak asing. Jika dilihat dari sisi stakeholder  perusahaan,  pengungkapan 

CSR merupakan  salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian  perusahaan 

terhadap  masyarakat  di sekitarnya.  Dengan  kata  lain,  apabila  perusahaan  memiliki  kontrak 

dengan  foreign  stakeholders  baik dalam  ownership  dan trade, maka  perusahaan  akan lebih 

didukung dalam melakukan pengungkapan  tanggung jawab sosial (Puspitasari, 2009). 

Karakteristik  Perusahaan 

Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam 
 

laporan tahunan, karakteristik  perusahaan merupakan prediktor kualitas pengungkapan  (Lang 
 

& Lundholm,  1993 dalam Rosmasita,  2007). Setiap perusahaan  memiliki  karakteristik  yang 

berbeda   antara   entitas   yang  satu  dengan   yang  lain.  Dalam   penelitian   ini  karakteristik 

perusahaan   yang  mempengaruhi   pengungkapan   CSR  dalam  laporan  tahunan  perusahaan 

mengacu  pada penelitian  yang dilakukan  Amran  dan Devi (2008)  yaitu kepemilikan  saham 

pemerintah  (government  shareholding),   kepemilikan  saham  asing  (foreign  shareholding), 

ukuran perusahaan  (corporate  size), tipe industri (industri type), profitabilitas  (profitability). 

Sebagai variabel tambahan adalah regulasi pemerintah (Government  Regulation).



  

 
Profitabilitas  (Profitability) 

 

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk 

meningkatkan  nilai  pemegang  saham.  Menurut  Heinze  (1976);  Gray,  et al.  (1995);  dalam 

Sembiring  (2005) profitabilitas  merupakan  faktor yang membuat  manajemen  menjadi  bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan  CSR kepada pemegang saham. Oleh karena itu, semakin 

tinggi   tingkat   profitabilitas   perusahaan   maka   semakin   besar   pengungkapan   informasi 

sosialnya.  Hackston  dan  Milne  (1996)  dalam  penelitiannya   menemukan  bahwa  tidak  ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas  dengan pengungkapan  informasi sosial. 

Ukuran Perusahaan (Corporate Size) 

Ukuran perusahaan (size) merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Terdapat 

beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap kualitas ungkapan. 

Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

pengaruh  total  aktiva  hamper  selalu  konsisten  dan  secara  statistik  signifikan.   Beberapa 

penjelasan  yang mungkin  dapat  menjelaskan  fenomena  ini adalah  bahwa  perusahaan  besar 

mempunyai biaya informasi yang rendah, perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan 

dasar pemilikan  yang lebih luas dibanding perusahaan  kecil (Cooke, 1989 dalam Rosmasita, 

2007). 
 

Tipe Industri (Industry Type) 
 

Berdasarkan  Surat Edaran Menteri  Negara  Badan Usaha Milik Negara  Nomor  : SE- 
 

21/MBU/2008  tentang  Pelaksanaan  Program  Kemitraan  & Bina Lingkungan  dan Tanggung 

Jawab Sosial di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara  yang menyatakan bahwa perusahaan 

BUMN  persero tbk dibedakan  menjadi  dua tipe industri,  yaitu industri  Sumber  Daya Alam 

(SDA) atau perusahaan  BUMN yang bisnisnya  berfokus pada pengelolaan  SDA dan industri 

yang tidak berhubungan  dengan SDA atau perusahaan  BUMN yang bisnisnya tidak berfokus 

pada pengelolaan SDA. Industri SDA sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas 

yang  tinggi  terhadap  lingkungan,  karena  industri  SDA  memiliki  dampak  secara  langsung 

terhadap lingkungan  karena kegiatan operasional  perusahaannya.  Sehingga,  keadaan tersebut 

memuat  perusahaan   menjadi  lebih  mendapatkan   sorotan  oleh  masyarakat   luas  mengenai 

aktivitas perusahaannya.  Industri yang tidak berhubungan  dengan SDA adalah kebalikannya. 

Perusahaan  ini memiliki  dampak terhadap  lingkungan,  karena aktivitas  perusahaannya  tidak 

berhubungan   dengan   pengelolaan   SDA,   sehingga   tidak   terlalu   mendapat   sorotan   dari 

masyarakat  luas mengenai  aktivitas  perusahaannya  meskipun  dalam melakukan  aktivitasnya



  

1 

2 

 
tersebut   perusahaan   melakukan   kesalahan   atau   kegagalan   pada   proses   maupun   hasil 

produksinya. 

 

Hipotesis Penelitian 

 
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

 

H1 : Dewan komisaris independen  berpengaruh  terhadap pengungkapan  CSR di dalam 
 

sustainability  report 

 
H2:  Besarnya  kepemilikan  saham  pemerintah  berpengaruh  terhadap  pengungkapan 

 

CSR di dalam sustainability  report. 

 
H3 : Besarnya kepemilikan  saham asing berpengaruh  terhadap pengungkapan  CSR di 

dalam sustainability  report. 

H4 : Tingkat  profitabilitas  perusahaan  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  CSR di 

dalam sustainability  report. 

 

H5   :   Ukuran   perusahaan   berpengaruh   terhadap   pengungkapan    CSR   di   dalam 
 

sustainability  report. 

 
H6:  Tipe  industri  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  CSR  di dalam  sustainability 

report. 

 
MODEL PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek  Indonesia  pada 3 tahun  terakhir  yaitu  tahun  2012,  2013 dan 2014.  Pemilihan  sampel 

berdasarkan  metode  purposive  sampling  dengan  tujuan mendapatkan  sampel  yang 

representative  dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut: 

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No     Keterangan                                                                                                           Jumlah 

Perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012- 

             2014                                                                                                                    
        16  

 

Perusahaan yang tidak menerbitkan  laporan keuangan tahunan secara 

             konsisten selama periode pengamatan                                                            
       (0)  

 
 

3      Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap (sesuai variabel)  (2) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria  14 

Total sampel pengamatan selama 3 tahun  42 



  

 
Operasional Variabel 

 
Penelitian ini menganalisis secara empiris mengenai pengaruh struktur corporate 

governance  dan karakteristik  perusahaan  terhadap tingkat pengungkapan  CSR pada Laporan 

Tahunan perusahaan.  Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang 

telah diajukan.  Pengujian  hipotesis  dilakukan  menurut  metode  penelitian  dan analisis  yang 

dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat. 

 
Operasional Variabel 

Variabel                        Sub Variabel                                                Indikator

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility di 

dalam 

Sustainability 

Report 

(Y) 

Struktur 

Corporate 

Governance 

(X1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dewan Komisaris 

Independen 

(X1.1) 

Kepemilikan Saham 

Pemerintah (X1.2) 

Kepemilikan Saham Asing 

(X1.3) 
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Tidak mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility di dalam Sustainability Report = 0 
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Industri SDA = 1, 

Industri Non SDA = 0
 

 

Metode Analisis Data 

 
Alat  analisis  regresi  yang  digunakan  jika variabel  terikat  merupakan  skala  nominal 

adalah regresi logistik.   Berdasarkan  rumusan masalah dan kerangka pemikiran  teoritis yang 

telah ada sebelumnya, maka model yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : 

 

CSRD = β0 + β1BCind + β2GS + β3FS + β4ROA + β5TYPE + β6LSIZE



  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

0 
 

Valid       1 
 

Total 

11 26.2 26.2 26.2 

31 73.8 73.8 100.0 

42 100.0 100.0  

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KI 

GS 

FS 

ROA 

CS 

Valid N (listwise) 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

.2500 

.5100 

.0085 

-.1200 

1.19 

.6000 

.8066 

.4168 

.1854 

140.90 

.399943 

.648379 

.130486 

.061555 

25.0348 

.0898266 

.1003043 

.1184541 

.0677340 

31.33098 

 

 

 
Keterangan: 

 
CSRD : Corporate Social Responsibility  Disclosure 

 

BCind : proporsi dewan komisaris independen 
 

GS       : presentase kepemilikan saham pemerintah 
 

FS       : presentase kepemilikan saham asing 
 

ROA   : profitabilitas,  proksi ROA 
 

TYPE  : tipe industri, industri SDA = 1, industri non SDA= 0 
 

LSIZE : ukuran perusahaan (total asset) 

 
HASIL PENELITIAN 

 
Pengungkapan  CSR di dalam Sustainability  Report 

 

 
SR 

 
 
 
 
 
 
 

 
Perusahaan yang mengungkapkan  CSR di dalam Sustainability Report sebesar 73,8% dari total 

sampel perusahaan BUMN non keuangan, Sedangkan perusahaan tidak mengungkapkan 

sustainability report 26,2% dari total sampel perusahaan BUMN non keuangan. Hal ini 

menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan  terdaftar  di BEI sudah melakukan  pengungkapan 

CSR  di dalam  sustainability  report  sebagai  bentuk  laporan  sukarela  yang  disajikan  secara 

terpisah dari annual report. 

 

STATISTIK  DESKRIPTIF  VARIABEL PENELITIAN 
 

 
Tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian



  
 

 
 
 

Dewan Komisaris Independen 

 
Variabel dewan komisaris  independen  dari sampel perusahaan  yang memiliki  jumlah dewan 

komisaris independen paling rendah (minimum) adalah PT Indofarma (Persero) Tbk sebanyak 

2 anggota dewan komisaris indpenden  dari 8 orang total dewan komisaris,  sedangkan  paling 

tinggi  (maximum)  adalah  PT  Semen  Baturaja  (Persero)    Tbk  sebanyak  3  anggota  dewan 

komisaris   independen   dari  5  orang   total  dewan   komisaris.   Variabel   dewan   komisaris 

independen memiliki nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah anggota dewan komisaris 

independen sebesar 0,3999 lebih besar dari standar deviasi yang hanya sebesar 0,0898. 

Kepemilikan  Saham Pemerintah 

 

Variabel Kepemilikan Saham Pemerintah dari sampel perusahaan yang memiliki proporsi 

kepemilikan saham pemerintah paling sedikit (minimum) adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

dan PT Pembangunan  Perumahan  (Persero)  Tbk yaitu sebesar  51,00%,  sedangkan  proporsi 

kepemilikan saham pemerintah paling banyak (maksimum) adalah PT Indofarma (Persero) Tbk 

sebanyak 80,66%. Nilai rata-rata yang diperoleh dari proporsi kepemilikan saham pemerintah 

sebesar 0,6483 lebih besar dari standar deviasinya sebesar 0,1003. 

 

Kepemilikan  Saham Asing 

 
Variabel   Kepemilikan   Saham   Asing   dari   sampel   perusahaan   yang   memiliki   proporsi 

kepemilikan  saham asing paling sedikit (minimum) adalah PT Indofarma (Persero) Tbk yaitu 

sebesar  0,85%,  sedangkan  proporsi  kepemilikan  saham  asing  paling  banyak  (maksimum) 

adalah PT Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk sebanyak  41,68%.  Nilai rata-rata  yang diperoleh 

dari proporsi kepemilikan saham pemerintah sebesar 0,1304 lebih besar dari standar deviasinya 

sebesar 0,1184. 

 

Profitabilitas 

 
Variabel  Profitabilitas   dari  sampel  perusahaan   yang  memiliki   profitabilitas   paling  kecil 

(minimum)   adalah  PT  Garuda  Indonesia   (Persero)  Tbk  yaitu  sebesar  -12%,  sedangkan 

profitabilitas  paling besar (maksimum)  adalah PT Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk sebanyak 

18.54%. Nilai rata-rata yang diperoleh dari profitabilitas sebesar 0,0616 lebih kecil dari standar 

deviasinya sebesar 0,0677.



  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

0 
 

Valid       1 
 

Total 

18 42.9 42.9 42.9 

24 57.1 57.1 100.0 

42 100.0 100.0  

 

 
Ukuran Perusahaan 

 
Variabel Ukuran Perusahaan dari sampel perusahaan yang memiliki Ukuran Perusahaan paling 

kecil (minimum)  adalah PT Indofarma (Persero) Tbk yaitu sebesar Rp 1.248.343.000.000,00, 

sedangkan ukuran perusahaan paling besar (maksimum) adalah PT Telekomunikasi  Indonesia 

(Persero) Tbk sebanyak Rp 140.900.000.000.000,00. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 

profitabilitas  sebesar 25,03 lebih kecil dari standar deviasinya sebesar 31,33. 

 

Tipe Industri 

 
TI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel  di atas  menunjukkan  perusahaan  yang  tergolong  di dalam  industri  bukan  SDA  atau 

termasuk  ke dalam kelompok  industri  yang terdiri dari bidang usaha konstruksi,  sarana dan 

prasarana perhubungan,  bidang usaha jasa keuangan, jasa survey dan konsultan,  serta bidang 

usaha restrukturisasi  dan pengembangan  usaha  sebanyak 18 perusahaan  atau sebesar 42.9%, 

Sedangkan  perusahaan   yang  tergolong  di  dalam  industri  SDA  atau  termasuk  ke  dalam 

kelompok  industri  yang  terdiri  dari  bidang  usaha  industri  agro  dan  farmasi,  bidang  usaha 

energi, logistik, kawasan, dan pariwisata, serta bidang usaha pertambangan,  industri strategis, 

dan media sebanyak 24 perusahaan atau sebesar 57.1%. 

 

Regresi Logistik 

 
Pada  penelitian  ini,  hipotesis  dikembangkan  dengan  menggunakan  analisis  regresi 

logistik. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan  program SPSS versi 20 diperoleh 

output regresi logistik pada tabel berikut: 

 

Regresi Logistik Variabel In The Equation 

B               S.E.           Wald        df            Sig.           Exp(B) 

  KI                    -.613           .625           .961              1          .327                   .542   

  GS                   -.833           .917           .825              1          .364                   .435   

Step 1a      FS                      .525           .856           .376              1          .540                1.690   

  ROA                -.019           .659           .001              1          .976                   .981   

                   CS                      .118           .632           .035              1          .852                1.125  



  
 

 
TI 1.691 1.237 1.870 1 .171 5.426 

Constant 1.832 3.365 .297 1 .586 6.247 
Sumber: Lampiran 5 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi logistik dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

CSRD = 9.789 - 0.613KI - 0.833GS + 0.525 FS - 0.019ROA 
 

+ 0.118CS + 1.691TI 

 
 

Overall Model Fit 

Overall Model Fit 

 

Step                          
-2 Log 

likelihood 

 
Cox & Snell R 

Square 

 
Nagelkerke R 

Square

1                                      39.807a                                          .121                                       .180 

 
 

Hasil output  SPSS  pada tabel diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  Cox Snell  R Square 

sebesar  0,121  dan  nilai  Nagelkerke  R2   adalah  0,180.  Hasil  ini  berarti  bahwa  variabilitas 

variabel dependen (sustainability report) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen (dewan komisaris independen, kepemilikan saham pemerintah, kepemilikan saham 

asing, profitabilitas,  ukuran perusahaan, dan tipe industri) sebesar 18%. 

 
Analisis Uji Kelayakan Model Regresi 

 

Hosmer and Lemeshow Test  

Step Chi-square df Sig. 

1 8.911 8 0.350 

 

 

Tampilan  output SPSS pada tabel 4.10 menunjukkan  bahwa besarnya  nilai statistik  Hosmer 

and Lemeshow  Goodness  of Fit sebesar  8,911 dengan  probabilitas  signifikansi  0,350 diatas 

0,05 maka model dikatakan fit dan model dapat diterima.



  

 
Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Pengungkapan  Corporate Social 

Responsibility  di dalam Sustainability  Report 

 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka analisa pengaruh struktur 

corporate governance terhadap pengungkapan CSR di dalam sustainability report yang 

diproksikan melalui variabel dewan komisaris independen, kepemilikan saham pemerintah dan 

kepemilikan saham asing adalah sebagai berikut: 

 

Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability 

report 

 
Berdasarkan  hasil tersebut,  maka  variabel  dewan  komisaris  independen  yang diukur 

dengan jumlah anggota dewan komisaris  terbukti berpengaruh  negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report. 

Keefektifan dewan komisaris independen yang dilihat dari proporsi dewan komisaris 

independen  di perusahaan  BUMN,  dalam penelitian  ini ditemukan  bahwa rata-rata  proporsi 

dewan  komisaris  sebesar  39,24%.  Nilai  rata-rata  39,24%  mengindikasikan  bahwa  rata-rata 

sampel  sudah memenuhi  batas minimum  dari peraturan  yang telah ditetapkan  yaitu sebesar 

30% seperti yang dijelaskan  dalam Keputusan  Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: 

Kep  315/BEJ/06-2000. Akan  tetapi  walaupun  sudah  memenuhi  kriteria  minimal  tersebut, 

besarnya proporsi yang sesuai belum tentu meningkatkan  atau mendorong  perusahaan  untuk 

melakukan pengungkapan  tanggung jawab sosial perusahaan. 

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa besarnya proporsi Dewan 

Komisaris  Independen  berpengaruh  negatif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  pengungkapan 

CSR di dalam sustainability report. Pertama, karena struktur governance sebuah BUMN terdiri 

dari Kementrian BUMN (serta Departemen Keuangan, dan Departemen Teknis) sebagai pihak 

yang berhubungan  langsung  dengan  setiap BUMN,  dan pihak pengawas  (dewan  komisaris) 

dan pengelola (dewan direksi) sehingga jika dilihat dari peranan governance maka tidak semua 

anggota Dewan Komisaris  Independen  dapat menunjukkan  independensinya  karena terdapat 

banyaknya kepentingan  di dalam suatu BUMN yang dapat dilihat melalui berbagai kasus dan 

yang paling sering terdengar  adalah kasus korupsi seperti yang terjadi belum lama ini yaitu 

proyek pembangunan  wisma atlet hambalang dimana salah satu perusahaan BUMN, PT Adhi 

Karya, Tbk juga ikut terlibat menjadi salah satu tender di dalam proyek tersebut sehingga kasus 

ini mengindikasikan  kurangnya  pengungkapan  terhadap  suatu  informasi  di dalam  BUMN. 

Termasuk  kepentingan  politik  yang  ada  di  dalam  BUMN  sehingga  menyebabkan  tingkat



  

 
monitoring    yang   dilakukan    dewan   komisaris    independen    menurun,    sehingga   fungsi 

pengawasan  tidak berjalan  dengan  baik dan berdampak  pada kurangnya  dorongan  terhadap 

manajemen  untuk  melakukan  pengungkapan  sosial.  Kedua,  kemampuan  Komisaris 

Independen  dalam rangka memantau  proses keterbukaan  dan penyediaan  informasi  menjadi 

terbatas  karena  pihak-pihak  terafiliasi  seperti  Departemen  Teknis  terkait  yang  mengawasi 

langsung terhadap  operasional  BUMN  yang ada di perusahaan  lebih mendominasi  sehingga 

dapat mengendalikan  Dewan Komisaris secara keseluruhan. 

Kepemilikan  Saham Pemerintah terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability 

report 

 
Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel kepemilikan  saham pemerintah yang diukur 

dengan  proporsi  kepemilikan  saham  pemerintah  berpengaruh  negatif  tetapi  tidak signifikan 

terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report. 

Pengungkapan   CSR   di  dalam   sustainability   report   adalah   sebuah   bukti   bahwa 

perusahaan memiliki komitmen terhadap lingkungan sosialnya. Pengungkapan yang dilakukan 

diharapkan   dapat  memberikan   manfaat   bagi   stakeholder   di  dalam   sebuah   perusahaan. 

Stakeholder yang dimaksud disini adalah para investor, karyawan, masyarakat, dll. Akan tetapi 

jika dilihat dari proporsi kepemilikan  saham pada perusahaan  BUMN, proporsi kepemilikan 

saham pemerintah  Indonesia sudah pasti memiliki persentasi diatas 50%. Hal ini menjelaskan 

bahwa sebagian besar modal yang dimiliki BUMN merupakan partisipasi dari pemerintah 

Indonesia dimana sumber dana yang dialirkan ke perusahaan-perusahaan BUMN merupakan 

sumber  dana  yang  berasal  dari  kas  negara.  Karena  besarnya  proporsi  kepemilikan   dan 

penyertaan modal di dalam BUMN, maka pemerintah merupakan pihak pengambil keputusan 

terkuat  di dalam  BUMN.  Dengan  adanya  hak terbesar  pemerintah  disetiap  keputusan  yang 

diambil, maka kepentingan  stakeholder  pada perusahaan  BUMN seperti melakukan 

pengungkapan   CSR  di  dalam  sustainability   report  tidak  dijadikan  pilihan  utama  dalam 

menentukan kebijakan. 

 

Kepemilikan  Saham Asing terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report 

 
Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel kepemilikan saham asing yang diukur dengan 

proporsi kepemilikan saham asing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report. 

Secara umum perusahaan  BUMN yang berbentuk  perseroan  terbatas memiliki  modal 

yang terbagi dalam saham yang seluruh atau memiliki proporsi paling sedikit 51% yang dimana 

saham  tersebut  dimiliki  oleh Negara  Republik  Indonesia,  hal ini diatur  di dalam  Peraturan



  

 
Menteri   Negara   Badan   Usaha   Milik   Negara   Nomor:   PER-01/MBU/2011,   sehingga 

kepemilikan  saham yang dimiliki oleh pihak asing tidak boleh melebihi jumlah atau proporsi 

yang telah dinyatakan dalam peraturan tersebut. 

Pada umumnya, kepemilikan  asing didalam sebuah perusahaan cenderung untuk turut 

peduli terhadap isu-isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan 

lingkungan sebagai isu kritis yang secara ekstensif harus diungkapkan  dalam laporan tahunan 

perusahaan.   Akan  tetapi   peran   investor   asing  pada   sebuah   perusahaan   BUMN   dalam 

memberikan  dorongan  untuk melakukan  pengungkapan  CSR di dalam  sustainability  report 

akan sangat kecil sekali, karena melihat jumlah proporsi kepemilikan  asing pada perusahaan 

BUMN   di   Indonesia   dibandingkan    dengan   proporsi   kepemilikan    saham   pemerintah 

menunjukkan persentasi kepemilikan yang sangat kecil seperti PT Indofarma, Tbk yang hanya 

memiliki sekitar 1% total kepemilikan asing dari jumlah saham yang beredar dan hal ini dapat 

dilihat  dari  hasil  statistika  deskriptif  yang  menunjukkan  angka  0,168  sehingga  perusahaan 

dengan jumlah kepemilikan saham asing diatas 16,8%   yang akan lebih cenderung 

mengungkapkan   CSR  di  dalam  sustainability  report  seperti  yang  dilakukan  oleh  PT  Jasa 

Marga,  Tbk, PT Semen  Indonesia,  Tbk, dan PT Telekomunikasi  Indonesia.  Pemilik  saham 

asing  tersebut  baik  perseorangan  maupun  institusi  tidak  memiliki  hak  untuk  menentukan 

BUMN  dalam  membuat  kebijakan  dikarenakan  kepemilikan  saham  yang  kurang  dominan 

tersebut. 

Pengaruh Karakteristik  Perusahaan terhadap Pengungkapan  Corporate Social 

Responsibility  di dalam Sustainability  Report 

 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka analisa pengaruh 

karakteristik  perusahaan  terhadap  pengungkapan  CSR  di dalam  sustainability  report  yang 

diproksikan melalui variabel profitabilitas,  ukuran perusahaan dan tipe industri adalah sebagai 

berikut: 

 

Profitabilitas  terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report 

 
Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel profitabilitas  yang diukur dengan persentase 

Return on Asset berpengaruh  negatif  tetapi tidak signifikan  terhadap  pengungkapan  CSR di 

dalam sustainability  report. 

Profitabilitas seharusnya dapat menjadi pertimbangan penting pengungkapan CSR. 

Sebagaimana   diketahui  bahwa  perusahaan   yang  memiliki  profitabilitas   yang  tinggi  akan 

memiliki  sumber daya finansial untuk melaksanakan  kegiatan CSR dan mengungkapkannya, 

begitu  juga  sebaliknya  ketika  perusahaan  lebih  mempertimbangkan  pengeluaran  dananya



  

 
untuk kegiatan yang tidak memberikan profit untuk perusahaan, seperti melaksanakan kegiatan 

 

CSR dan mengungkapkannya. 

 
Berdasarkan  tingkat profitabilitasnya, didapatkan  rata-rata  perusahaan  yang memiliki 

profitabilitas  berdasarkan  indeks ROA diatas 6% cenderung  mengungkapkan  CSR di dalam 

sustainability  report diantaranya  adalah PT Adhi Karya (Persero)  Tbk, PT Timah  (Persero) 

Tbk,  PT Telekomunikasi  Indonesia  (Persero)  Tbk,  PT Bukit  Asam  (Persero)  Tbk,  dan PT 

Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Namun  hasil  dalam  penelitian  ini  variabel  profitabilitas 

memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam 

sustainability  report. Hal ini disebabkan  karena masih terlihat  beberapa  perusahaan  BUMN 

yang memperoleh  keuntungan  namun dengan  persentasi  yang masih rendah  bahkan  merugi 

seperti  halnya  PT  Krakatau  Steel  (Persero).  Hal ini mungkin  saja  terjadi  pada  perusahaan 

BUMN  di  Indonesia,  karena  sumber  dana  yang  dijadikan  modal  operasional  perusahaan 

BUMN  merupakan  modal  yang  berasal  dari kas negara.  Pemberian  modal  yang  dilakukan 

pemerintah  kepada  perusahaan  BUMN  tentunya  mengarah  pada profit untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya BUMN. Namun, 

keuntungan yang diperoleh pemerintah terlihat sangat minim. Oleh karena itu, besarnya profit 

yang   diperoleh   pemerintah   dari   perusahaan   BUMN   akan   langsung   difokuskan   untuk 

membangun perekonomian  Indonesia kearah yang lebih baik. 

Selain itu, terkait dengan ketentuan tentang pelaksanaan  program sosial BUMN, yang 

disebutkan didalam Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 dinilai masih kurang fleksibel terutama 

mengenai hal-hal yang menyangkut tentang alokasi bidang bantuan. Pembatasan terhadap lima 

objek  bantuan  (pendidikan,   kesehatan,   sarana  umum,  sarana  ibadah  dan  bencana  alam) 

seringkali  tidak dapat mengakomodir  kebutuhan  dan tuntutan  masyarakat.  Selain itu, skema 

bantuan Program Bina Lingkungan  yang mengharuskan  penyaluran  bantuan secara langsung 

oleh BUMN yang bersangkutan juga tidak memungkinkan  adanya institusi pendamping. Oleh 

karena itu, jarang sekali program sosial yang dilaksanakan oleh BUMN dikerjasamakan dengan 

LSM atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Kurangnya alokasi dana yang digunakan untuk 

kegiatan sosial BUMN yang hanya sebesar 1% dari laba perusahaan juga dipastikan tidak akan 

cukup  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  kegiatan  sosialnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah 

sebagai  pengambil  keputusan  baiknya  memperhatikan  feedback  atas pengalamannya  selama 

ini dalam menyelenggarakan program-program sosial. Apalagi sudah terbukti bahwa terdapat 

sejumlah aspek yang diatur dalam Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 dinilai kurang fleksibel, 

dan justru menjadi kendala bagi implementasi  kegiatan sosial perusahaan BUMN itu sendiri.



  

 
Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report 

 
Berdasarkan  hasil  tersebut,  maka  variabel  ukuran  perusahaan  yang  diukur  dengan 

jumlah total aset berpengaruh  positif tetapi tidak signifikan  terhadap  pengungkapan  CSR di 

dalam sustainability  report. 

Hasil penelitian  ini menemukan  bahwa ukuran perusahaan  berpengaruh  positif tetapi 

tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran perusahaan 

BUMN non keuangan  yang terdaftar di BEI termasuk  ke dalam kelompok  perusahaan  besar 

berdasarkan   kategori  ukuran  perusahaan   yang  telah  ditentukan   oleh  Badan  Standarisasi 

Nasional karena memiliki  total aset lebih dari 10 Milyar Rupiah. Perusahaan  besar memiliki 

visibilitas  publik  yang  lebih  tinggi  terhadap  kelompok  eksternal  sehingga  kegiatan  yang 

dilakukan   perusahaan   pun  akan  semakin  mengarah   untuk  membangun   citra  perusahaan 

menjadi  semakin  lebih  baik,  salah  satunya  dengan  melaksanakan   tanggung  jawab  sosial 

perusahaan yang kemudian dilaporkan pada laporan CSR yang diungkapkan secara terpisah di 

dalam sustainability  report. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perbandingan  Ukuran Perusahaan terhadap Ukuran Rata-Rata Sampel 

 

Gambar  di atas menggambarkan persentase pengungkapan CSR di dalam sustainability 

report yang dilihat dari ukuran besar kecilnya perusahaan  melalui nilai rata-rata jumlah total



  

 
aset perusahaan  BUMN  non keuangan.  Hasil tersebut  menggambarkan, perusahaan  dengan 

total aset diatas 25 Triliun terbukti mengungkapkan  CSR dengan persentase  yang lebih besar 

daripada perusahaan BUMN non keuangan yang memiliki total aset dibawah 25 Triliun. 

Perusahaan  BUMN  non  keuangan  yang  memiliki  total  aset  diatas  nilai  mean  dari 

sampel  yang  dipilih  diantaranya   adalah  PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk,  PT  Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi  Indonesia (Persero) Tbk dimana perusahaan 

tersebut merupakan  perusahaan  BUMN non keuangan tersebut termasuk ke dalam kelompok 

perusahaan  yang memiliki  total aset lebih besar di atas 25 Triliun.  Hasil temuan  ini sangat 

sesuai mengingat ukuran perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi  Indonesia (Persero) Tbk, mengalami peningkatan yang 

dilihat dari segi total asetnya sehingga berdampak pada kinerja perusahaan untuk semakin lebih 

baik karena perusahaan  dengan ukuran total aset besar akan semakin  menjadi  pusat sorotan 

publik,  sehingga  dengan  semakin  banyaknya  pengungkapan  informasi  yang dilakukan  oleh 

perusahaan akan sangat efektif bagi perusahaan dalam upaya mewujudkan akuntabilitas publik. 

Hal ini membuktikan  bahwa,  semakin  besar  ukuran  sebuah  perusahaan  memiliki  pengaruh 

untuk semakin melakukan kewajibannya  dalam mengungkapkan  CSR di dalam sustainability 

report. 

 
Tipe Industri terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report 

 

Berdasarkan  hasil tersebut,  maka  variabel  tipe industri  yang diukur  dengan  variabel 

dummy berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam 

sustainability  report. 

Tipe industri berpengaruh  terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report 

disebabkan  oleh industri SDA atau berhubungan  langsung dengan pengelolaan  SDA, dimana 

tipe  industri  ini  merupakan  industri  yang  memanfaatkan   dan  mempunyai  dampak  secara 

langsung   terhadap   lingkungan.   Dalam   Keputusan   Menteri   Badan   Usaha   Milik   Negara 

Republik  Indonesia  Nomor  : SK-100/MBU/06/2015 yang  menyatakan  tentang  pembagian 

badan usaha milik negara kedalam  beberapa kelompok  bidang usaha yaitu: 1) Bidang usaha 

industri agro dan farmasi; 2) Bidang usaha energi, logistik, kawasan, dan pariwisata; 3) Bidang 

usaha  pertambangan,  industri  strategis,  dan media;  4) Bidang  usaha  konstruksi,  sarana  dan 

prasarana  perhubungan;  5) Bidang  usaha  jasa keuangan,  jasa survey dan konsultan;  dan 6) 

Bidang usaha restrukturisasi  dan pengembangan  usaha. Dari kelompok bidang usaha tersebut 

bidang  usaha  BUMN  seperti  bidang  usaha  industri  agro dan farmasi,  bidang  usaha  energi, 

logistik,  kawasan,  dan pariwisata,  serta  bidang  usaha  pertambangan,  industri  strategis,  dan



  

 
media, ketiga kelompok  bidang usaha tersebut merupaka  perusahaan  BUMN yang termasuk 

kedalam industri SDA atau berhubungan  langsung dengan pengelolaan  SDA dan secara wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Surat Edaran Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara Nomor: SE-21/MBU/2008. 

Kelompok perusahaan BUMN tersebut juga telah diatur melalui beberapa regulasi yang 

berkaitan  dengan bidang-bidang  tersebut antara lain Undang-undang  Minyak dan Gas Bumi 

No. 22 Tahun 2001, Undang-undang Pertambangan Umum No. 11 Tahun 2007 1967, Undang- 

undang  No.  23  Tahun  1997  mengenai  Kinerja  Pengelolaan  Lingkungan  Perusahaan,  dan 

Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dimana menyatakan bahwa dalam 

penyelenggaraan  telekomunikasi  salah satunya mengikutsertakan peran masyarakat,  sehingga 

industri seperti PT Indofarma, PT Timah, PT Aneka Tambang, dan PT Bukit Asam mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam 

sustainability  report. 

Perusahaan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini diketahui  termasuk  ke dalam  kategori 

perusahaan BUMN yang memiliki pengaruh kuat untuk memaksa perusahaan agar tetap patuh 

terhadap  peraturan  yang berlaku.  Salah  satu bentuk  kebijakan  dikeluarkan  oleh pemerintah 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang recovery cost 

dimana pemerintah Indonesia dalam peraturan ini menyatakan 24 jenis biaya yang tidak boleh 

dibebankan dalam biaya operasional perusahaan migas. Sehingga, perusahaan migas yang 

tergolong   ke   dalam   tipe   industri   SDA   dapat   mengalokasikan    beban   tersebut   untuk 

mengungkapkan pertanggungjawabannya terhadap lingkungan operasionalnya. Selain itu 

perusahaan yang termasuk ke dalam kategori perusahaan BUMN sebagian besar telah memiliki 

inisiatif yang lebih terhadap pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility  yang bersifat 

voluntary  hal ini dibuktikan  dari hasil statistika deskriptif  diatas dimana pengungkapan  yang 

dilakukan   oleh  perusahaan   BUMN  telah  mencapai   sekitar  68%  dari  total  sampel  yang 

digunakan dalam penelitian ini.



  

 
SIMPULAN,  KETERBATASAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 
Penelitian ini meneliti pengaruh struktur corporate governance dan karakteristik 

perusahaan  terhadap  pengungkapan  corporate  social  responsibility  di dalam  sustainability 

report pada perusahaan  BUMN non keuangan  yang terdaftar  di BEI pada tahun 2012-2014. 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat disumpulkan 

beberapa hal berikut: 

1. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report. 

2. Kepemilikan saham pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report. 

3. Kepemilikan  saham  asing  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap 

pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report. 

4.   Profitabilitas  berpengaruh  negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan  CSR di 

dalam sustainability  report. 

5.   Ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap  pengungkapan 
 

CSR di dalam sustainability  report. 
 

6.   Tipe Industri berpengaruh  positif tidak signifikan terhadap pengungkapan  CSR di 

dalam sustainability  report. 

Keterbatasan 

 
Terdapat  beberapa  keterbatasan  yang  dialami  oleh  penulis  pada  penelitian  ini yang 

mungkin dapat disempurnakan  untuk pengembangan  penelitian berikutnya.  Adapun beberapa 

hal yang menjadi keterbatasan  penelitian antara lain: 

 

1. Tidak  semua  perusahaan  BUMN  non keuangan  yang terdaftar  di BEI 

mempulikasikan   sustainability   report,  sehingga  peneliti  tidak  bisa  mengetahui 

secara rinci indikator apa saja yang telah dilaksanakan  terkait pengungkapan  CSR 

perusahaan BUMN non keuangan tersebut. 

2.   Penelitian   ini   menggunakan    penyederhanaan    pengukuran   terhadap   variabel 

dependen   pengungkapan   CSR   di   dalam   sustainability   report   yaitu   dengan 

menjadikan  variabel  tersebut  menjadi  variabel  dummy.  Pemberian  nilai  0 untuk 

perusahaan  yang mengungkapkan  CSR di dalam sustainability  report dan nilai 1 

untuk perusahaan  yang tidak mengungkapkan  CSR di dalam sustainability  report



  

 
masih     terlalu     sederhana     sehingga     kurang     menggambarkan     bagaimana 

 

pengungkapan  CSR perusahaan yang sebenarnya. 
 

Saran 

 
Penelitian yang telah dilakukan ini tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. 

Berdasarkan   hasil  penelitian   dan  pembahasan   berikut  saran  yang  dapat  diberikan   agar 

penelitian selanjutnya menjadi lebih baik: 

1.   Dalam penelitian  ini, variabel dependen  yang digunakan  merupakan  variabel  dummy 

yang   hanya   melihat   apakah   perusahaan   mengungkapkan    atau   tidak,   sehingga 

diharapkan  peneliti  selanjutnya   dapat  memperhatikan   luas  pengungkapan   CSR  di 

dalam sustainability  report, serta kualitas dari isi sustainability  report dengan melihat 

indikator-indikator pengungkapan  yang sesuai dengan Pedoman  Sustainability  Report 

GRI. 

2.   Sampel dari penelitian ini menggunakan semua jenis perusahaan BUMN non keuangan 

yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia  sehingga  hasilnya  bersifat  general  dan tidak 

spesifik. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan sampel perusahaan dengan 

jenis perusahaan  yang lebih spesifik, misalnya  perusahaan  BUMN bidang usaha jasa 

keuangan. 

3.   Melakukan  penambahan  jangka waktu penelitian,  untuk melihat  hasil dalam periode 

jangka  panjang  mengenai  pengaruh  struktur  corporate  governance  dan karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan  CSR di dalam sustainability  report. 
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